H. BIDANG PERHUBUNGAN;

13. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek Antar Kota Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
	NO
	KOMPONEN
	URAIAN

	SERVICE DELIVERY

	1
	Persyaratan 


	1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.
1. Formulir Permohonan yang ditanda tangani Pemohon bermaterai Rp.6.000;
2. Fotokopi Akta Pendirian / Perubahan / Cabang / Perwakilan  perusahaan dan Lembar Pengesahan;
3. Fotokopi KTP Pemohon;
4. Alamat Email dan NPWP Pemohon;
5. Fotokopi NIB dan Izin Usaha dari OSS;
6. Rekomendasi Dinas Teknis  dan PertimbanganTim Teknis Kab/Kota;
7. Fotokopi Tanda Lunas PBB Tahun terakhir ;

8. Fotocopy keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang 1(satu) rangkap;

9. Surat izin dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk kesanggupan untuk memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/ pool kendaraan bermotor;
10. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin Trayek bermaterai  Rp 6000;
11. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki sekurang-kurangnya 5(lima) kendaraan bermotor yang laik jalan bermaterai  Rp 6000;
12. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki atau bekerjasama dengan fihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan bermaterai  Rp 6000;
13. Surat Pernyataan komitmen perusahaan dengan dilampirkan rencana bisnis (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun bermaterai  Rp 6000;

14. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp. 6000;
15. Surat Kuasa bermaterai Rp 6000 + KTP apabila pengurusan berkas dikuasakan;
16. Berkas masing-masing dibuat 2 (dua) rangkap dan dimasukkan dalam Stopmap Folio;
17. Penyerahan Permohonan dan Persyaratan dilakukan pada awal pemohon mengajukan Surat Permohonan Izin dan Kelengkapannya;
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

1. Formulir Permohonan yang ditanda tangani Pemohon bermaterai Rp.6.000;

2. Fotokopi Akta Pendirian / Perubahan / Cabang / Perwakilan  perusahaan dan Lembar Pengesahan;
3. Fotokopi KTP Pemohon;
4. Alamat Email dan NPWP Pemohon;
5. Fotokopi NIB dan Izin Usaha dari OSS;
6. Rekomendasi Dinas Teknis  Kab/Kota;
7. Fotokopi Tanda Lunas PBB Tahun terakhir;

8. Fotokopi keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang 1(satu) rangkap;
9. Surat izin dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk kesanggupan untuk memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/ pool kendaraan bermotor;

10. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek bermaterai Rp 6000;

11. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan bermotor yang laik jalan bermaterai Rp 6000;

12. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki atau bekerjasama dengan fihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan 1 bermaterai Rp 6000;

18. Surat Pernyataan komitmen perusahaan dengan dilampirkan rencana bisnis (business plan) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun bermaterai  Rp 6000;

19. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen bermaterai Rp. 6000;
20. Surat Kuasa bermaterai Rp 6000 + KTP apabila pengurusan berkas dikuasakan;
21. Berkas masing-masing dibuat 2 (dua) rangkap dan dimasukkan dalam Stopmap Folio;
22. Penyerahan Permohonan dan Persyaratan dilakukan pada awal pemohon mengajukan Surat Permohonan Izin dan Kelengkapannya;


	2
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur

	1. Pemohon meminta informasi ke Bagian Pelayanan Pengaduan dan Informasi;
2. Pemohon mendapat penjelasan dari Petugas Pelayanan Pengaduan dan Informasi;
3. Pemohon meminta formulir Permohonan dari loket pendaftaran;
4. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melakukan penginputan data Registrasi Pemohon melalui Aplikasi oss.go.id dan SiCantikui.layanan.go.id dan mendapatkan notifikasi pada Email Pemohon;
5. Pemohon menyerahkan formulir beserta kelengkapannya kepada Petugas Loket untuk dikoreksi apakah sudah lengkap. Apabila persyaratan belum lengkap maka perlu dilengkapi;
6. Pemohon menerima Surat Pemberitahuan untuk Pemeriksaan Lapangan
7. Pemeriksaan selesai;
8. Pemohon menunggu proses pembuatan izin sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan;
9. Pemohon menunggu informasi via telpon atau sms;
10.Pemohon menerima/pemberitahuan melalui SMS atau telpon bahwa izin sudah selesai;
11.Pemohon datang ke petugas loket;
12.Pemohon menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dari Bendahara Penerima DPMPTSPP Kabupaten Belitung;
13.Pemohon melakukan pembayaran retribusi secara tunai ke Bendahara Penerima atau melalui Bank Tranfer ke Rekening DPMPTSPP Kabupaten Belitung;
14.Pemohon menandatangani berkas pembayaran (Tanda Bukti Pembayaran dari Bendahara Penerima, Surat Setor Retribusi Daerah)
15.Pemohon membawa/menunjukkan tanda bukti Pembayaran ke Petugas Administrasi di Front Office;
16.Pemohon mengisi quesioner IKM dan  menyerahkan quesioner IKM ke Petugas Loket;
18.Pemohon mengambil Permohonan Dokumen Perizinan dari petugas loket dan menandatangani buku register pengambilan izin sebagai bukti izin sudah diambil.
19.Pemohon menerima Dokumen Perizinan;
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	Jangka Waktu pelayanan 
	5 Hari Kerja (dari awal berkas yang sudah lengkap dan  benar diterima)
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	Biaya/tarif 
	Ada Biaya Retribusi (Berdasarkan Perda Kabupaten Belitung No 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Tarif Retribusi Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek

No

Jenis Angkutan

Satuan

Tarif Retribusi

a.

b.

c.

Angkutan Karyawan

Angkutan Anak Sekolah

Angkutan Pemandu Moda

Per kendaraan/

5 tahun

Per kendaraan/

5 tahun

Per kendaraan/

5 tahun

Rp. 300.000,00

Rp. 150.000,00

Rp. 300.000,00
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	Produk pelayanan 
	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang melayani Trayek Antar Kota Dalam Daerah Kabupaten/Kota
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	Aduan, Saran, Masukan 
	· Melalui Kotak Saran yang dipasang di ruang depan

· Datang Langsung menemui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan Informasi 

· Surat tertulis ditujukan ke DPMPTSPP Kabupaten Belitung 

· Melalui Telpon Kantor (Pelayanan Pengaduan dan Informasi Telp No. 0719. 24607

Melalui Email, bpmppt_belitungkab @ yahoo.com                      Fax.  0719. 24607 


	MANU-FACTURING

	7
	Dasar Hukum 
	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/ 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan;

16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.73 Tahun 2014;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia Nomor PM 117 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam trayek;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia Nomor PM 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia Nomor PM 88 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia Nomor PM 89 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Udara;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia Nomor PM 91 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Perkeretaapian;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
30. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
32. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
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	Sarana dan Prasarana dan/ atau Fasilitas 


	1)  Ruang Pelayanan 

2)   Leaflet/Pamflet 

3)   Formulir 

4)   Banner 

5)   Komputer 

6)   Printer 

7)   Nomor Antri 
9)   Televisi 

10) Tongkat Disabilitas 

11) Tempat Parkir

 Roda 2 dan 4

12) Kursi Pelayanan dengan Spot Prioritas 

13) Toilet Umum 

14) Musholla 

15) Ruang Khusus Merokok 

16) Ruang Menyusui dan Celemek Menyusui
17) Charging Batere HP spot 

18) Minuman Ringan & permen 

19) Wifi 
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	Kompetensi Pelaksana 
	1) Berpenampilan menarik dan berattitude; 

2) Menguasai Standar Operasional Prosedur ;
3) Mengetahui peraturan Perundang-undangan terkait bidang kerjanya ;
4) Mampu berkomunikasi dengan baik; 

5) Mampu berkoordinasi dengan efisien;
6) Memiliki Kemampuan Kerjasama Tim; 

7) Mampu mengoperasikan Komputer; 

8) Memahami Penggunaan Aplikasi Sistem Online Single Sub Mission (OSS), Aplikasi SiCantik dan Aplikasi Lainnya; 
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	Pengawasan Internal 
	1) Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui Rapat Evaluasi dan rapat sewaktu-waktu yang dianggap penting 

2) Kepala Seksi dan Kepala Bidang melakukan verifikasi dalam penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan  dan melaporkan kepada Kepala Dinas secara berjenjang 
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	Jumlah Pelaksana 
	1) 1 (satu) orang Front Office (FO) 
2) 8 (delapan) orang Back Office (BO) 
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	Jaminan Pelayanan 
	1)  Maklumat Pelayanan 

2) Pakta Integritas 

3) Motto Pelayanan 
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	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 
	1) Data Perizinan dijamin kerahasiaannya 

2) Petugas yang berkompeten 

3) Peralatan Memenuhi Standar 

4) Ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap basah menjamin keaslian 
5) Dokumen QR Barcode

6) Perizinan Online Terintegrasi Langsung Ke Kementerian/Lembaga

7) Keputusan Berbentuk Elektronis

8) Adanya Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Kab/Kota
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	Evaluasi Kinerja Pelayanan 
	1) Apel Pagi / Sore setiap hari 

2) Survey Kepuasan dan IKM yang berkelanjutan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali 




